
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 4/PMK.06/2015 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU 

DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendelegasian Kewenangan 
Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada 
Pengguna Barang; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas., Dan Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 273); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENDELEGASIAN 
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI 
PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG. 

BAB 1.. ... 

�1 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 
serta melakukan pengelolaan BMN. 

3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan BMN. 

4 .  Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 
dengan se baik-baiknya. 

5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna 
Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang 
bersangku tan. 

6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 

7. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 
uang . 

8 Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari 
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, . atau dari 
Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh 
penggan tian . 

9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik 
dan/ a tau kegunaan BMN. 

10. Penghapusan� . , 
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10 . Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar 
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, 
Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari 
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 
berada dalam penguasaannya. 

11 . Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut 
Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan . 

12 . Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan 
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau 
Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

13. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat 
bertanggung jawab atas penggunaan BMN 
Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. 

yang 
pad a 

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang 
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana 
yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
tugas pembantuan. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini meliputi pendelegasian kewenangan 
dan tanggung jawab Pengelola Barang kepada Pengguna 
Barang terhadap pengelolaan BMN berupa: 

a. Penggunaan; 

b .  Pemindahtanganan; 

c. Pemusnahan; 

d. Penghapusan. 

(2) Penggunaa�./ 
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(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a 
meliputi penetapan status Penggunaan dan Penggunaan 
Semen tara. 

(3) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b meliputi Penjualan dan Hibah. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab 
pengelolaan BMN pada perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
tersendiri. 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Bagian Kesatu 

Kewenangan Dan Tanggung Jawab Yang Didelegasikan 

Pasal 3 

( 1) Kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh 
Pengelola Barang kepada Pengguna Barang meliputi: 
a .  penetapan status Penggunaan BMN; 
b .  pemberian persetujuan Penggunaan Sementara BMN; 
c, pemberian persetujuan atas permohonan 

Pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah 
BMN, kecuali terhadap BMN yang berada pada 
Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan 
Presidenl Dewan Perwakilan Rakyat; 

d. pemberian persetujuan atas permohonan Pemusnahan 
BMN; 

e .  pemberian persetujuan atas permohonan Penghapusan 
BMN. 

(2) Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan 
oleh MenteriiPimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di 
bidang pengelolaan BMN. 

(3) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang 
didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara 
fungsional dilakukan oleh : 
a .  Sekretaris J enderal I Sekretaris Kernen terian I Sekretaris 

Utama pada KementerianiLembaga termasuk Kantor 
Menteri KoordinatoriKantor Menteri Negara; 

b. Jaks� . .  / 
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b. Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung; 

c. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Bidang Sm-ana dan Prasarana pada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; 

d. Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga 
Tinggi Negara . 

Pengguna Barang tidak dapat 
pendelegasian kewenangan dan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
Pengguna Barang. 

Bagian Kedua 

meneruslimpahkan 
tanggung jawab 

( 1) kepada K uasa 

Klasifikasi Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab 

Paragraf 1 

Penggunaan BMN 

Pasal 4 

( 1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab : 

a. menetapkan status Penggunaan; 

b. memberikan persetujuan PeN.ggunaan Sementara . 

(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan terhadap: 

( 1)  

a. alat utama sistem persenjataan; 

b. BMN selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak 
mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai 
perolehan sampai dengan Rp 100.000.000,00 ( seratus 
juta rupiah) per unit/ satuan . 

Paragraf 2 

Pemindahtanganan BMN 

Pasal 5 

Pengguna Barang berwenang 
memberikan persetujuan 
Pemindahtanganan BMN berupa : 

a. Penjualan; 

b. Hibah. 

dan bertanggung jawab 
atas permohonan 

(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a dilakukan terhadap: 

a. BMN�. , 
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a. BMN selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak 

mempu:pyai dokumen kepemilikan, dengan nilai 
perolehan sampai dengan Rp100.000 .000,00 ( seratus 
juta rupiah) per unit/ satuan; 

b .  bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, 
rehabilitasi, a tau restorasi) . 

(3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b dilakukan terhadap :  

a .  BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk 
dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; 

b. BMN selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak 
mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai 
perolehan sampai dengan Rp 100 .000.000,00 ( seratus 
juta rupiah) per unit/ satuan; 

c .  bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, 
rehabilitasi, a tau restorasi) . 

(4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi 
tetapi tidak terbatas pada: 

a .  BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk 
dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban 
APBN; 

b. BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan; 

c. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 
perj an j ian Ikon trak; 

d. BMN yang diperoleh sesum ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Paragraf 3 

Pemusnahan BMN 

Pasal6 

( 1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab 
memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan 
BMN. 

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dalam hal : 

a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, 
dan/ atau tidak dapat dipindahtangankan; atau 

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Kewenangan�; 
·/ 
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(3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan terhadap BMN berupa: 

a. Persediaan; 

b .  Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; 

c .  selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak 
mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai 
perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 ( seratus 
juta rupiah) per unit/ satuan; 

d. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, 
rehabilitasi, atau restorasi). 

Paragraf 4 

Penghapusan BMN 

Pasal 7 
(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab 

memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan 
BMN terhadap BMN berupa : 

a .  Persediaan; 

b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; 

c. selain tanah dan/ atau bangunan, yang tidak 
mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai 
perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 ( seratus 
juta rupiah) per unit/ satuan. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang 
merupakan sebab-�ebab secara normal dapat diperkirakan 
wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat 
yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, 
mencair, kadaluwarsa, mati/ cacat beratjtidak produktif 
untuk tanamanjhewan, dan sebagai akibat dari keadaan 
kahar (force majeure). 

BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 8 

Segala akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan 
kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh 
Pengelola Barang kepada Pengguna Barang berdasarkan 
Peraturan Menteri m1 menjadi tanggung jawab dari 
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Penggun:a Barang. 

Pasal 9 ..... 

1 
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Pasal 9 

Keputusan dan surat persetujuan atas pengelolaan BMN yang 

didelegasikan dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 

mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal 10 

Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung 

jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 

Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendelegasian 

kewenangan dan tanggung jawab dari Pengelola Barang kepada 

Pimpinan Satuan Kerja Badan Layanan Umum. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kewenangan 

untuk menetapkan putusan atau memberikan persetujuan 

terhadap pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, Pasal 6 
ayat (3) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c yang nilainya 

tercatat secara kumulatif merupakan kewenangan Pengelola 

Barang, berdasarkan Peraturan Menteri ini menjadi kewenangan 

Pengguna Barang. 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. surat persetujuan atas permohonan Penggunaan, 

Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN yang telah 

diterbitkan oleh Pengelola Barang dinyatakan tetap sah; 

b. permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi 

Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang 

telah diajukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna 

Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan 

persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada 

Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan 

tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan 

Menteri ini; 

c. permohonan . . . . .  / 
� 
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c. permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi 
Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang 
telah diajukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna 
Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh 
persetujuan Pengelola Barang, namun terdapat revisi data 
yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
bersangkutan, dapat diterbitkan persetujuan baru 
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini serta 
dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Menteri ini; 

d .  permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi 
Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang 
berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang 
telah diajukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna 
Barang kepada Pengelola Barang namun belum diterbitkan 
persetujuan, dikembalikan oleh Pengelola Barang kepada 
Penguna Barang sepanjang merupakan kewenangan dan 
tanggung jawab Pengguna Barang berdasarkan Peraturan 
Menteri ini; 

e. permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan yang meliputi 
Penjualan dan Hibah, Pemusnahan, dan Penghapusan yang 
berasal dari Daria Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang 
telah diajukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna 
Barang kepada Pengelola Barang dan telah memperoleh 
persetujuan Pengelola Barang, namun terdapat revisi data 
yang diajukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
bersangkutan, dapat diterbitkan persetujuan baru 
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini serta 
dikategorikan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 20 15 .  

Agar . . . . .  

c:J:-j 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 7 Januari 2015 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Januari 2015 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

Y ASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 20 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP ALA BIRO_..UMUM 

u.b .. -:: 
. 

KEPALA;PAGJAN-
T : u.

_
���NTERIAN 

- - \ ':"!"'\ "� 

t1rv J I : ': 

�--· GIARTO 
NIP 1959 420l 984021001 
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LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA 

NOMOR 4/PMK.06/2015 
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN 
TANGGUNG JAWAB TERTENTU DAR! PENGELOLA 
BARANG KEPADA PENGO UNA BARANG 

FORMAT DAN BENTUK KEPUTUSAN ATAU SURAT PERSETUJUAN 
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA 

I .  Umum 

1 .  Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang pengelolaan BMN yang 
ditandatangani Pejabat Eselon I atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga 
menggunakan format sebagai berikut : 

a .  ukuran kertas adalah F4 (21,59cm x 33,02cm); 

b .  huruf menggunakan Bookman Old Style ukuran 12; 

c .  menggunakan kop yang sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas pada 
Kernen terian / Lem bag a bersangku tan . 

2 .  Surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang pengelolaan BMN 
yang ditandatangani Pejabat Eselon I atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga 
menggunakan format sebagai berikut : 

a .  ukuran kertas adalah A4 (21cm x 29,7cm); 

b .  huruf menggunakan Arial ukuran 11 atau 12; 

c. menggunakan kop yang sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas pada 
Kementerian/Lembaga bersangkutan . 

II . Format Keputusan atau Surat Persetujuan atas nama Pimpinan 
Kementerian/Lembaga mengenai pengelolaan BMN. 

1 .  Penetapan Status Penggunaan BMN : 

a .  format Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai penetapan status 
Penggunaan BMN adalah sebagaimana tercantum pada contoh l .a; 

b. format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai 
Penggunaan Sementara BMN adalah sebagaimana tercantum pada 
contoh l.b . 

2 .  Persetujuan Penjualan BMN: 

Format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai Penjualan 
BMN adalah sebagaimana tercantum pada contoh 2 .  

3 . Persetujuan Hibah BMN: 

a .  format surat persetujuan Menteri/ Pimpinan Lembaga mengenai Hi bah 
BMN berupa tanah danjatau bangunan adalah sebagaimana tercantum 
pad a con toh 3 .  a; 

b .  format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai Hibah 
BMN selain tanah danjatau bangunan adalah sebagaimana tercantum 
pada contoh 3 .b .  

4 .  Persetujua�./ 
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4. Persetujuan Pemusnahan BMN: 

a. format surat persetujuan Menteri/Pimpinan 
Pemusnahan BMN berupa tanah dan/ a tau 
sebagaimana tercantum pada contoh 4.a; 

Lem bag a mengenai 
bangunan adalah 

b. format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai 
Pemusnahan BMN selain tanah danjatau bangunan adalah sebagaimana 
tercantum pada contoh 4.b. 

5. Persetujuan Penghapusan BMN: 

a. format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai 
Penghapusan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan karena sebab­
sebab lain adalah sebagaimana tercantum pada contoh S.a; 

b. format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai 
Penghapusan BMN selain tanah danfatau bangunan karena sebab-sebab 
lain adalah sebagaimana tercantum pada contoh S.b. 

6. Bentuk Lampiran : 

a. format Lampiran keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN selain 
tanah danjatau bangunan adalah sebagaimana tercantum contoh 6.a; 

b. format Lampiran surat persetujuan BMN berupa tanah dan/ atau 
bangunan adalah sebagaimana tercantum contoh 6 .b; 

c. format Lampiran surat persetujuan BMN selain tanah dan/ atau 
bangunan adalah sebagaimana tercantum contoh 6.c. 

Contoh ... .. 
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Format Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN 

Kop 

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ..... (1) 
NOMOR ..... (2) 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA 
PADA ..... (3) 

Menimbang 

Mengingat 

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ..... (1), 

a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik 
Negara dilakukan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang; 

b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan 
bertanggung jawab menetapkan status penggunaan 
Barang Milik N egara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga 
..... (1) tentang Penetapan Status Penggunaan Barang 
Milik Negara pada ..... (3). 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

3. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun .. ... tentang . . . . .  (4); 

4 .  Peraturan .. . . .  

�----------------------� /-/ 
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4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . .  /PMK.06/20 . . . . .  
ten tang . . . . .  (5); 

S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . .  /PMK .06/2014 
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 
Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna 
Barang; 

Surat . . . . .  Nomor . . . . .  Tanggal . . . . .  perihal . . . . .  (6) 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA (1) 
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG 
MILIK NEGARA PADA . . . . .  (3) 

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 
. . . .. (7) sebagai Barang Milik Negara pada . . . . .  (3) sesuai ..... (8). 

Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp . . . . .  ,00 ( . . . . .  rupiah) (9). 

Barang Milik N egara se bagaimana dimaksud dalam Diktum 
PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada 
Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada 
Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik N egara pad a 
Pengelola Barang . 

(3) dapat melakukan pemanfaatan atau 
pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat 
persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan . 

Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi 
atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara . 

Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 
Negara yang digunakan oleh . . . . .  (3) menjadi tanggung jawab 
. . . . .  (3) 

Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . .  (1) ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan . Apabila di kemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri/Pimpinan 
Lembaga m1, akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya . 

Salinan . . . . .  

�------------------------------------��� 
www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 5 -

Salinan Keputusari 
disampaikan kepada: 

Men teri /Pimp in an 

1 .  Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . .  (1); 
2 .  Inspektur Jenderal . . . . .  (1); 

Lembaga llll 

3. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal 
Kekayaan N egara; 

4 .  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 
NegarajKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang . . . . .  
(10) . 

Ditetapkan di . . . . .  (11) 
pada tanggal 

a.n. Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . .  (1) 
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kernen terian 

(tanda tangan) 
. . . . .  (12) 

' 

i tf.. L-------------------------------------------------------� 
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(1) Nama Kementerian/Lembaga . 

(2) Nomor Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga diisi menggunakan kode 
instansijunit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan 
dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing . 

(3) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN tersebut, contoh : Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c .q .  Kanwil DJKN DKI Jakarta c .q .  Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I. 

(4) Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Kedudukan, Tugas, Dan 
Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara, contoh : Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta 
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 135 Tahun 2014 . 

(5) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penetapan Status 
Penggunaan BMN, contoh : PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan 
Penghapusan Barang Milik Negara . 

(6) Surat permohonan penetapan status Penggunaan BMN dari Kuasa 
Pengguna Barang . 

(7) Keterangan BMN yang dimohonkan penetapan status penggunaannya . 
(8) Dokumen kepemilikan atas objek yang ditetapkan status penggunaannya . 

Dalam hal jenis BMN tidak memungkinkan untuk ditulis dalam Diktum 
PERTAMA, maka jenis dan dokumen kepemilikan dapat dicantumkan dalam 
Lampiran Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut . 

(9) Nilai BMN yang menjadi objek penetapan status Penggunaan sesuai dengan 
nilai yang tercatat di dalam SIMAK/ dokumen pengadaan/ dokumen 
perolehan lainnya yang sah . 

(10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang 
wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang 
mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan . 

(11) Lokasi tempat KementerianjLembaga . 
(12) Jabatan dan nama lengkap pejabat yang berwenang menandatangani 

Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut . 

Contoh . . . . .  
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Format Surat Persetujuan Penggunaan Sementara BMN 

Nom or 
S ifat 
Lamp i  ran 
Ha l  

. . . . . (3) 
. . . . . (3) 
. . . . .  ( . . . . . ) berkas (3) 

Kop 

Persetujuan Penggunaan Sementara 
Barang M i l i k  Negara pada . . . . . (4) o leh 
. . . . . (5) 

Yth .  Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian/Kepala Satuan Kerja .. . . . (4) 
Ja lan . . . . . 

. . . . . , . . . . . (2) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or . . . . . tangga l  . . . .. hal . . . . . (6) , dengan i n i  
d iberitahukan bahwa permohonan Penggunaan Sementara Barang M i l i k  Negara pad  a . . . . . . . . . . . . (4) 
berupa .. . . . (7) o leh . . .. . (5) dengan jangka waktu . . . . . (8) sebaga imana tercantum da lam lamp i ran 
surat in i ,  pada prins ipnya dapat d isetuju i .  

Guna tert ib adm in istras i  pengelo laan Barang M i l i k  Negara,  pe laksanaan penggunaan 
sementara tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun  20 1 4  tentang 
Pengelo laan Barang M i l i k  Negara/Daerah dan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 
. . . . . /PMK. 06/20 . . . . . (9) , dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 .  Penggunaan Sementara Barang M i l i k  Negara d i lakukan da lam rangka menun jang 
penye lenggaraan tug as dan fungs i  . . . . . (5) dan tanpa imba lan .  

2 .  Berdasarkan persetujuan Penggunaan Sementara mr, Kuasa Pengguna Barang 
men indak lanjuti dengan membuat perjanjian yang d ituangkan da lam Naskah Perjanj ian  
Penggunaan Sementara pa l i ng  lama 1 (satu) bu lan  sejak tangga l  su rat persetujuan i n i  
d iterbitkan ,  yang sekurang-kurangnya memuat Barang M i l i k  Negara yang d ig unakan ,  jangka 
waktu Penggunaan ,  dan kewaj iban Pengguna Barang Sementara untuk me lakukan 
pengamanan dan peme l iharaan Barang Mi l ik Negara yang d igunakan sementara. 

3 .  Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penggunaan Sementara 
kepada Pengguna Barang dengan tembusan kepada Pengelo la Barang c . q . . . . . ( 1  0) pa l ing 
lama 1 (satu) bu lan sejak tangga l  Berita Acara Serah Terima  d itandatangan i  dengan 
melampi rkan Naskah Perjanj ian Penggunaan Sementara dan Berita Acara Serah Terima .  

4 .  Sete lah . . .. .  

Gedung ... . .  Lt .. . . . Jl ..... Nomor . . ... , Jakarta .... . 
Telepon : (02 1 )  ..... Faksimili : (02 1 )  ..... S itus : .... . 

( 1 3) 

�------------------------��; 
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4.  Sete lah jangka waktu berakh ir ,  Barang M i l i k  Negara tersebut segera d iserahkan kemba l i  
kepada Pengguna  Barang dan d ituangkan da lam Berita Acara Serah Terima ,  yang 
tembusannya d isampa ikan  kepada Pengelo la Barang . 

5. Apab i la  d i  kem ud ian  hari terdapat keke l i ruan dalam persetujuan i n i ,  maka akan d iadakan 
perbaikan sebaga imana mesti nya.  

Atas perhat ian Saudara ,  kami ucapkan terima kasih .  

a . n .  Menteri!P imp inan  Lembaga . . . . . ( 1 )  
Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian  

(tanda tangan) 

N I P  . . . . . ( 1 1 )  

Tembusan:  
1 .  Menteri/P imp inan Lembaga . . . . .  ( 1 ) (sebagai  laporan) 
2 .  Menteri!P imp inan Lembaga . . . . .  (5) 
3 .  lnspektur Jendera l  . . . . .  ( 1 ) 
4. D i rektur  Barang M i l i k  Negara,  D i rektorat Jendera l  Kekayaan Negara 
5. Kepala Kantor Wi layah D i rektorat Jenderal  Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan 

Negara dan Lelang . . . .. ( 1 2) 

Gedung ..... Lt ..... J l  .. . .. Nomor ..... , Jakarta ... .. 
Telepon : (02 1 )  ..... Faksimi l i : (02 1 )  . .... Situs : ... .. 

( 1 3) 

Kekayaan  
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(1) Nama Kementerian/ Lembaga . 

(2) Kota dan tanggal surat persetujuan Penggunaan Sementara BMN diterbitkan . 

(3) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansijunit yang menerbitkan sesuai 
dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga 
masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penggunaan 
Sementara BMN. 

(4) Kuasa Pengguna Barang pemilik BMN yang dimohonkan persetujuan 
Penggunaan Semen tara . 

(5) Kementerian/Lembaga calon pengguna sementara BMN yang dimohonkan 
Penggunaan Sementara . 

(6) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penggunaan Sementara BMN dari 
Kuasa Pengguna Barang . 

(7) BMN yang dimohonkan Penggunaan Sementara . Dalam hal BMN tersebut 
berupa tanah danjatau bangunan, maka dapat ditambahkan lokasi BMN 
yang dimohonkan Penggunaan Sementara tersebut . 

(8) Jangka waktu Penggunaan Sementara yang disetujui oleh Pengguna Barang . 
(9) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan 

Penggunaan BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK .06/2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan 
Penghapusan Barang Milik Negara . 

( 10) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa 
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuari Penggunaan 
Semen tara BMN. 

( 1 1) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan Penggunaan Sementara BMN. 

( 12) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang 
wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang 
mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan Sementara . 

( 13) Kaki surat diisi dengan alamat unit yang mengeluarkan surat persetujuan 
Penggunaan Sementara BMN pada setiap lembar surat, kecuali pada 
lampiran berupa nama gedung, nama jalan dan nomor, kota dan kode pos, 
nomor telepon dan nomor faksimili, contoh: 

Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lt. 1 1 ,  Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 1 071 0 

Telepon : (02 1 ) 3449230 Faksimi l i : (02 1 ) 3442948 Situs : www . djkn.kemenkeu.go.id 

Contoh . . . .  fij 
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Format Surat Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/ a tau Bangunan 

Nom or 
Sifat 
Lamp i ran 
Ha l  

. .. .. (3) 

. . . . . (3) 

. . . . .  ( . . . . . ) berkas (3) 

Kop 

Persetujuan  Penjua lan Barang M i l i k  Negara 
Se la in  Tanah dan/atau Bangunan 
pada . . . . .  (4) 

Yth .  Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian/Kepala Satuan Kerja . . . . . (4) 
Ja lan . . . .. 

. . . . . , . . . . . (2) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or . . . . . tangga l  . . . . . ha l  .. . . . (5) ,  dengan i n i  
d iberitahukan bahwa permohonan Penjua lan Barang M i l i k  Negara se la in  tanah dan/atau 
bangunan pada . .. . . (4) dengan harga perolehan/n i la i  buku sebesar Rp . . . . . , 00 ( . . . . . rup iah)  (6) 
sebaga imana tercantum da lam lamp i ran surat i n i ,  pada prins ipnya dapat d isetuju i  dengan 
ketentuan Penjua lan d i l aksanakan secara le lang . 

Guna  tert ib  adm i n istras i  pengelo laan Barang M i l i k  Negara,  pelaksanaan Penjua lan 
tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  20 1 4  tentang 
Pengelo laan Barang M i l i k  Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
. . . .  . /PMK. 06/20 . .. . . (7 ) ,  dengan ketentuan sebagai  berikut: 

1 .  Penjua lan Barang M i l i k  Negara t idak menggangg u tugas operas iona l  kantor Saudara dan 
persetujuan Penjua lan i n i  t idak merupakan jam inan d isediakannya dana anggaran untuk 
pengadaan Barang M i l i k  Negara yang baru sebaga i  penggant i  Barang M i l i k  Negara yang 
d ijua l .  

2. Persetujuan i n i  segera d it indak lanjuti dengan Penjua lan Barang M i l i k  Negara secara le lang . 

3 .  Pengajuan permohonan atas pelaksanaan le lang secara lengkap pa l ing lama 2 (dua) bu lan 
sejak tangga l  surat persetujuan i n i  d iterbitkan .  

4 .  Penjua lan secara le lang atas Barang M i l i k  Negara agar  d i lakukan me la lu i  Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Le lang (KPKNL) dengan n i la i  l im it sebesar Rp . . . . . , 00 ( . . . . . rupiah) (8) 
berdasarkan pen i l a ian  . . . . . (9) . . . . . ( 1  0) dan has i l  Penjua lan se luruhnya d isetorkan ke 
reken ing Kas Umum Negara .  

5 .  Pelaksanaan . . . . . 

Gedung . . . . . Lt . . . . . J l  . . . . . Nom or . . . . . , Jakarta . . . .  . 
Telepon : (02 1 )  . . . . . Faksimi l i : (02 1 )  . . . . . Situs : . . . .  . 

( 1 4) 
� J �--------------------�� 
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5. Pelaksanaan Penjua lan secara le lang d ituangkan da lam Berita Acara Serah Terima pa l ing 
lama 1 (satu)  bu lan sete lah tangga l  pelaksanaan le lang .  

6 .  Keputusan Penghapusan Barang M i l i k  Negara d itetapkan o leh Pengguna Barang pa l ing lama 
2 (dua) bu lan sejak tangga l  Berita Acara Serah Terima  d itandatangan i .  

7 .  Pengguna Barang menyampaikan laporan pe laksanaan Penjua lan  secara le lang dan  
pelaksanaan Penghapusan barang kepada Pengelo la Barang c .q  . . . . . .  ( 1 1 )  pa l i ng  lama 1 
(satu) bu lan sejak Keputusan Penghapusan BMN d itandatangan i  dengan me lampi rkan 
Risa lah Lelang ,  Berita Acara Serah Terima ,  Keputusan Penghapusan yang d itetapkan o leh 
Pengguna Barang dan bukt i  setor ke Reken ing Kas Umum Negara.  

8. Kebenaran materi i l  atas jenis ,  jum lah ,  tahun dan n i la i  Barang M i l i k  Negara yang d ijua l  
tersebut menjad i  tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang . 

9 .  Apabi la d i  kem ud ian  hari terdapat keke l i ruan da lam persetujuan i n i ,  maka akan d iadakan 
perba ikan sebaga imana mesti nya. 

Atas perhatian  Saudara ,  kam i ucapkan terima kasih .  

a . n .  Menteri/P imp inan Lembaga . . . . . ( 1 ) 
Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian 

(tanda tangan) 

N I P  . . . . . ( 1 2) 

Tembusan :  
1 .  Menteri/P impinan Lembaga . . . . . ( 1 ) (sebaga i  laporan) 
2 .  l nspektur Jenderal . . . . . ( 1 ) 
3 .  D i rektur  Barang M i l i k  Negara ,  D i rektorat Jendera l  Kekayaan Negara 
4. Kepala Kantor Wi layah D i rektorat Jendera l  Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan 

Negara dan Le lang . . . . . ( 1 3) 

Gedung . . ... Lt . .. .. J l  ... .. Nomor .. . .. , Jakarta .. . .  . 
Telepon : (02 1 )  ..... Faksimi l i : (02 1 )  ..... Situs : ... . . 

Kekayaan 

( 1 4) 

L---------------------------��1 
www.jdih.kemenkeu.go.id



Petunjuk Pengisian : 

MENTERI KEUANGAN 

REPU BLI K I N DONESIA 

- 12 -

(1) Nama Kementerian/Lembaga. 

(2) Kota dan tanggal surat persetujuan Penjualan BMN diterbitkan . 

(3) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansijunit yang menerbitkan sesuai 
dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga 
masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penjualan 
BMN. 

(4) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penjualan BMN. 

(5) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Penjualan BMN dari Kuasa 
Pengguna Barang . 

(6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dijual, dapat berupa nilai bukujnilai 
perolehanjnilai wajar . 

(7) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan 
BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang 
Milik N egara. 

(8) Nilai limit Penjualan BMN berupa bongkaran berdasarkan hasil penilaian 
tim/ panitia Penghapusan/ penilai yang berkompeten . 

(9) Tim/Panitia PenghapusanjPenilai yang berkompeten yang ditugaskan oleh 
Pengguna Barang untuk melakukan penilaian BMN yang akan dihapuskan. 

(10) Nomor laporan taksiran nilai yang dijadikan dasar penetapan nilai limit 
Penjualan. 

(11) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa 
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan 
BMN . 

(12) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan Penjualan BMN. 

(13) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang 
wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang 
mengajukan permohonan persetujuan Penjualan. 

(14) Kaki surat diisi dengan alamat unit yang mengeluarkan surat persetujuan 
Penjualan BMN pada setiap lembar surat, kecuali pada lampiran berupa 
nama gedung, nama jalan dan nomor, kota dan kode pos, nomor telepon dan 
nomor faksimili, contoh : 

Gedung Syafrudin Prawiranegara I I  Lt. 11, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 , Jakarta 10710 

Telepon : (021) 3449230 Faksimi l i : (021) 3442948 Situs : www.djkn. kemenkeu.go.id 

Contoh . . . . .  /.j 
www.jdih.kemenkeu.go.id
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Format Surat Persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang Hibah BMN berupa 
tanah dan/ atau bangunan 

Nomor 
S ifat 
Lamp i ran 
Ha l  

.. . . . (3) 

. . . . . (3) 

. . . . . ( . . . . . ) berkas (3) 

Kop 

Persetujuan H ibah Barang M i l i k  Negara 
Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
pada . . . . . (4) 

Yth .  Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian/Kepala Satuan Kerja . . . . . (4) 
Ja lan . . . . . 

. . ... , . . . . . (2) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or . . . . . tangga l  . . . . . ha l  . .. . . (5) ,  dengan i n i  
d iberitahukan bahwa permohonan H ibah Barang M i l i k  Negara pada . . . . . (4) yang  terletak d i  . . . . . (6) 
berupa . . . . . (6) un it tanah dan/atau bangunan terd i ri dari tanah dan/atau bangunan . . . . . (6) , se luas 
. . . . . m2 dan n i la i  pero lehan se luruhnya sebesar Rp . . . . . , 00 ( . . . . . rup iah) (7)  kepada . . .. . (8) 
sebaga imana tercantum da lam Iamp i  ran surat in i  untuk d igunakan . . . . . (9) , pada prins ipnya dapat 
d isetuju i .  

Guna  tert ib adm i n istrasi pengelo laan Barang M i l i k  Negara,  pe laksanaan H ibah  tersebut 
agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  20 1 4  tentang Pengelo laan Barang 
M i l i k  Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nom or . . . .  . /PMK. 06/20 . . . . . ( 1  0) , . . . . . ( 1 1 ) ,  
dengan ketentuan  sebagai  berikut: 

1 .  Berdasarkan persetujuan H ibah i n i ,  agar Saudara menetapkan keputusan mengena i  jen is ,  
jum lah  dan n i l a i  Barang Mi l ik  Negara yang akan d ih ibahkan . 

2. Persetujuan H ibah i n i  segera dit indaklanjut i  dengan pelaksanaan H ibah Barang M i l i k  Negara 
yang dituangkan da lam Naskah H ibah dan Berita Acara Serah Terima antara . . . . . (4) dan . . . . .  (8) 
selaku calon pener ima H i bah pa l ing lama 2 (dua) bu lan sejak tangga l  surat persetujuan H ibah  
i n i  d iterbitkan .  

3 .  Keputusan Penghapusan Barang M i l i k  Negara d itetapkan o leh Pengguna Barang pa l ing lama 
2 (dua) bu lan sejak tangga l  Berita Acara Serah Terima d itandatangan i .  

4 .  Barang M i l i k  Negara yang te lah d ih ibahkan agar  segera d ihapus dari Daftar Barang 
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan d imaksud d idasarkan pada Keputusan 
Penghapusan yang d itetapkan o leh Pengguna Barang . 

5. Laporan .. . . . 

Gedung . . . . . Lt . . . . . Jl . . . . . Nom or . . . .. , Jakarta . . . . . 
Telepon : (02 1 )  . . . . .  Faksimili : (02 1 )  . . . . .  Situs : . . . .  . 

( 1 5) 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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5. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan H ibah kepada Pengelo la Barang c .q  . 
. .  . . . (12) pa l ing lama 1 (satu) bu lan sejak Keputusan Penghapusan BMN d itandatangan i  dengan 
melampirkan Naskah H ibah,  Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan .  

6 .  Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Keuangan c .q .  D i rektur 
Jendera l  Pengelo laan Utang selaku Un it Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran .  

7 .  Kebenaran m ateri i l  atas jen is ,  jumlah ,  tahun dan  n i l a i  Barang M i l i k  Negara yang d ih ibahkan 
serta ca lon penerima  H ibah  tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang . 

8. Apabi la d i  kemud ian  hari terdapat keke l i ruan dalam surat persetujuan i n i ,  maka akan d i lakukan 
perbaikan sebaga imana mestinya. 

Atas perhatian  Saudara, kam i ucapkan terima kas ih .  

a.n .  Menteri/P imp inan  Lembaga . . . . . (1) 
Sekretaris Jenderai/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian  

Tem busan:  
1. Menteri/P imp inan Lem baga . . . . . (1) (sebagai laporan) 

(tanda tangan) 

N IP . . . . . (13) 

2. l nspektur  Jendera l  . . . . . (1) 
3 .  D i rektur  Barang M i l i k  Negara, D i rektorat Jenderal Kekayaan Negara 
4 .  Kepala Kantor Wi layah D irektorat Jendera l  Kekayaan Negara/Kantor 

Negara dan Lelang . . . . . (14) 

Gedung ..... Lt ..... J l  ..... Nomor ..... , Jakarta .. . .  . 
Telepon : (02 1 )  ..... Faksimi l i  : (02 1 )  ..... Situs : .... . 

Pelay;:Inan Kekayaan 

(15) �----------------------�) www.jdih.kemenkeu.go.id
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(1) Nama Kementerian/Lembaga. 

(2) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan. 

(3) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansi/unit yang menerbitkan sesuai 
dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan KementerianjLembaga 
masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN. 

(4) Kuasa Pengguna Barang yang menguasai BMN, contoh: DJKN c.q. Kanwil 
DJKN DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I. 

(5) Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang 
(6) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna 

Barang. 
(7) Data BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan. 
(8) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai 

bukujnilai perolehanjnilai wajar. 
(9) Tujuan Penggunaan BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan kepada calon 

penerima Hibah. 
(10) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan 

BMN, contoh: PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang 
Milik N egara. 

(11) Dasar hukum lain yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang 
dimohonkan untuk dihibahkan. 

(12) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa 
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. 

(13) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan Hi bah BMN. 

(14) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang 
wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang 
mengajukan permohonan persetujuan Hibah. 

( 15) Kaki surat diisi dengan alamat unit yang mengeluarkan surat persetujuan 
Hibah BMN pada setiap lembar surat, kecuali pada lampiran berupa nama 
gedung, nama jalan dan nomor, kota dan kode pos, nomor telepon dan nomor 
faksimili, contoh: 

Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lt. 1 1 ,  J l .  Lapangan Banteng Timur 2-4 , Jakarta 1 07 1 0 

Telepon : (02 1 )  3449230 Faksimi l i : (02 1 )  3442948 Situs : www.djkn. kemenkeu.go. id 

Contoh ..... 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Format Surat Persetujuan Hibah BMN selain tanah dan/ atau bangunan pada 
Pengguna Barang 

Nom or 
S ifat 
Lamp i ran 
Ha l  

. . . . . (3) 

. . . . . (3) 

. . . . . ( . . . . . ) berkas (3) 

Kop 

Persetujuan H ibah Barang M i l i k  Negara 
Se la in  Tanah dan/atau Bangunan 
pada . . . . . (4) 

Yth .  Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian/Kepala Satuan Kerja . . . . . (4) 
Ja lan . . . . . 

. . . .. , . . . . . (2) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or . . . . . tangga l  . . . . . hal . . . . . (5) ,  dengan i n i  
d i beritahukan bahwa permohonan H i  bah  Barang M i l i k  Negara berupa . . . . . (6) dengan n ila i  
se lu ruhnya sebesar Rp . .... , 00 ( . .. . . rup iah) (7 )  kepada . . . . . (8 )  sebaga imana tercantum da lam 
Iamp i  ran surat i n i  untuk d igunakan . . . . .  (9) , pada prins ipnya dapat d isetuju i .  

Guna  tert ib admin istrasi pengelo laan Barang M i l i k  Negara,  pelaksanaan H i bah 
tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  201 4 tentang 
Pengelo laan Barang M i l i k  Negara/Daerah dan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 
. . . .  . /PMK.06/20 . . . . . ( 1 0) ,  . . . . . ( 1 1 ) , dengan keterituan sebaga i  berikut: 

1 .  Berdasarkan persetujuan H i bah i n i ,  agar Saudara menetapkan keputusan mengena i  jen is ,  
jum lah dan n i l a i  Barang Mi l i k  Negara yang akan d ih ibahkan .  

2 .  Persetujuan H i bah i n i  segera d i t indaklanjuti dengan pelaksanaan H i bah  Barang M i l i k  Negara 
yang d ituangkan dalam Naskah Hi bah dan Berita Acara Serah Terima antara . . . . . (4) dan . . . . . (8) 
selaku ca lon penerima  H ibah  pa l ing lama 2 (dua) bu lan sejak tangga l  surat persetujuan 
H ibah i n i  d iterbitkan .  

3 .  Keputusan Penghapusan Barang M i l i k  Negara d itetapkan o leh Pengguna Barang pa l ing 
lama 2 (dua) bu lan sejak tanggal  Berita Acara Serah Terima  d itandatangan i .  

4 .  Barang M i l i k  Negara yang te lah d ih ibahkan agar segera d ihapus dari dari Daftar Barang 
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan d imaksud d idasarkan pada 
Keputusan Penghapusan yang d itetapkan oleh Pengguna Barang .  

5. Laporan .. . . . 

Gedung ..... Lt ... .. Jl ..... Nomor ..... , Jakarta .... . 
Telepon: (021) ..... Faksimili : (021) ..... Situs: .... . 

( 1 5) 

�---------------------�1 www.jdih.kemenkeu.go.id
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5. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan H ibah kepada Penge lo la Barang c. q . 

. . . . . (12) pa l ing lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pengh apusan BMN d itandatangani  dengan  
melampirkan Naskah Hibah ,  Berita Acara Serah Terima dan Keputusan  Penghapusan .  

6 .  Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Keuangan c . q. Di rektur 
Jendera l  Penge lo laan Pembiayaan dan Ris iko selaku Un it Akuntansi Kuasa Pengguna 
Anggaran .  

7 .  Kebenaran materi i l  atas jen is ,  jum lah ,  tahun dan  n i la i  Barang M i l i k  Negara yang d ih ibahkan 
serta ca lon penerima  H ibah tersebut menjadi  tanggung jawab Kuasa Pengguna  Barang .  

8 .  Apab i la  d i  kemud ian  hari terdapat keke l i ruan dalam surat persetujuan  i n i ,  maka akan d i lakukan 
perba ikan sebaga imana mest inya.  

Atas perhat ian Saudara , kami ucapkan terima kas ih .  

a . n. Menteri/P imp inan Lembaga .. . .. ( 1 ) 
Sekretaris Jenderai/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian  

Tembusan:  
1. Menteri/Pimpinan  Lembaga . . . . . (1) (sebagai laporan) 
2 .  Menteri/P imp inan Lembaga . . . . . (8)  

(tanda tangan)  

N I P  . . . . . ( 1 3) 

3 .  l nspektur Jenderal . . . . . (1 ) 
4 .  Direktu r  Barang M i l i k  Negara ,  D i rektorat Jenderal  Kekayaan  Negara 
5. Kepala Kantor Wi layah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Kantor 

Negara dan Lelang .. . .. (1 4) 

Gedung . .... Lt . . . .. Jl ..... Nomor ..... , Jakarta .... . 
Telepon : (021) .... . Faksimili : (021) . .. . .  Situs : . .. .  . 

Pelayanan Kekayaan 

( 1 5) 
. 1 L------------------------------�� www.jdih.kemenkeu.go.id
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(1) Nama Kementerian/ Lembaga. 

(2) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan. 

(3) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansijunit yang menerbitkan sesuai 
dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga 
masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN. 

(4) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Hibah BMN. 

(5) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Kuasa Pengguna 
Barang. 

(6) BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan. 

(7) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, dapat berupa nilai 
buku/ nilai perolehan/ nilai wajar. 

(8) Pihak calon penerima Hibah yang disetujui oleh Pengguna Barang . 
(9) Tujuan Penggunaan BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan kepada calon 

penerima Hibah. 

( 1 0) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemindahtanganan 
BMN, contoh : PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang 
Milik N egara. 

(11) Dasar hukum lain yang perlu dicantumkan sesuai dengan jenis BMN yang 
dimohonkan untuk dihibahkan. 

(12) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa 
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah. 

( 13) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan Hi bah BMN. 

(14) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang 
wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang 
mengajukan permohonan persetujuan Hibah. 

( 15) Kaki surat diisi dengan alamat unit yang mengeluarkan surat persetujuan 
Hibah BMN pada setiap lembar surat, kecuali pada lampiran berupa nama 
gedung, nama jalan dan nomor, kota dan kode pos, nomor telepon dan nomor 
faksimili, contoh : 

Gedung Syafrud i n  Prawiranegara I I  Lt. 1 1 ,  J l .  Lapangan Bante n g  Ti m u r  2-4 , Jakarta 1 07 1 0 

Telepon : (02 1 )  3449230 Faksimi l i : (02 1 )  3442948 Situs : www.djkn . keme n ke u . g o . id 

Contoh ..... I � --�  

www.jdih.kemenkeu.go.id



Contoh 4.a 

M ENTERI KEUANGAN 

REPU BLIK I N DONESIA 

- 19 -

Format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai Pemusnahan 
BMN berupa tanah danjatau bangunan 

Nom or  
S ifat 
Lampi  ran 
Ha l  

... .. (3) 

.. . . . (3) 
. . .  ( . . .  ) berkas (3) 

Kop 

Persetujuan Pemusnahan Barang M i l i k  Negara 
Berupa Tanah dan/atau Bangunan 
pada . . . . . (4) 

Yth .  Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian/Kepala Satuan Kerja . . . . . (4) 
Ja lan . . . . . 

. . . . . , . . . . . (2) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or . . . . . tangga l  . . . . . ha l  . . . . . (5) ,  dengan i n i  
d iberitahukan bahwa permohonan pemusnahan Barang M i l i k  Negara pad  a . .. . .  (4) yang terletak 
di . . . . . (6) berupa . . . . . (6) un it bangunan terd i ri dari bangunan . . . . . (6) ,  se luas . . . . . m2 dan n i l a i  
pero lehan se luruhnya sebesar Rp . . . . . , 00 (. . .  . .  rup iah) (7 )  sebaga imana tercantum da lam 
lamp i ran surat i n i ,  pada prins ipnya dapat d isetuju i .  

Guna  tert ib  admin istrasi pengelo laan Barang M i l i k  Negara ,  pelaksanaan 
pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  20 1 4  
tentang Penge lo laan Barang M i l i k  Negara/Oaerah dan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 
. . . .  . /PMK. 06/20 . . . . . (8) , dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 .  Pem usnahan Barang M i l i k  Negara t idak mengganggu tugas operas iona l  kantor Saudara .  

2 .  Pelaksanaan pemusnahan Barang M i l i k  Negara d i laksanakan pa l ing lama 1 (satu) bu lan 
sejak tangga l  d iterbitkannya surat persetujuan i n i  dan d ituangkan  da lam Berita Acara 
Pemusnahan Barang M i l i k  Negara .  

3 .  Persetujuan i n i  segera d i t indak lanjuti dengan Penghapusan Barang M i l i k  Negara dari Daftar 
Barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan yang d itetapkan pal ing 
lama 2 (dua) bu lan sejak tangga l  Berita Acara Pemusnahan Barang M i l i k  Negara 
ditandatangan i .  

4 .  Pengguna . . . . . 

Gedung . ... . . Lt ...... Jl . . . . . .... Nomor ... , Jakarta ... . 
Telepon : (02 1 )  .... .. .. Faksimili : (02 1 )  .. . .. Situs : ... ......... ....... . .... .... . 

(1 2) 
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4 .  Pengguna Barang menyampaikan laporan pe laksanaan pemusnahan kepada Pengelo la 
Barang c .q .  . . . . .  (9) pa l ing lama 1 (satu) bu lan sejak Keputusan Penghapusan BMN 
d itandatangan i  dengan me lampi rkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara 
Pemusnahan .  

5 .  Kebenaran materi i l  atas jen is ,  jum lah ,  tahun dan n i l a i  Barang M i l i k  Negara yang 
d imusnahkan tersebut menjad i  tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang . 

6 .  Apab i la  d i  kem ud ian  hari terdapat keke l i ruan da lam surat persetujuan i n i ,  maka akan 
d iadakan perba ikan sebaga imana mestinya. 

Atas perhat ian Saudara , kam i ucapkan terima kasi h .  

Tembusan :  

a . n .  Menteri!P imp inan  Lembaga . . . . . (1) 
SekretarisJenderai/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian  

(tanda tangan) 

N I P  . . . . . ( 1 0) 

1 .  Menteri/P impinan  Lembaga . . . . . (1) (sebagai  laporan) 
2 .  l nspektur Jendera l  . . . . . (1 ) 
3 .  Di rektur Barang M i l i k  Negara,  Di rektorat Jenderal  Kekayaan Negara 
4 .  Kepala Kantor Wi layah Di rektorat Jenderal  Kekayaan Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Le lang . . . . . ( 1 1) 

Gedung . . . . . Lt . . . . . Jl . . . . . Nomor . . . . . , Jakarta . . . .  . 
Telepon : (02 1 ) . . . . . Faksimili : (02 1 )  . . . . . Situs : . . . .  . 

( 1 2) L---------------------------�1 
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(1) Nama KementerianjLembaga. 

(2) Kota dan tanggal penerbitan surat persetujuan Pemusnahan BMN 
diterbitkan. 

(3) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansijunit yang menerbitkan sesuai 
dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga 
masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan pemusnahan 
BMN. 

(4) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Pemusnahan BMN . 
(5) Nomor, tanggal dan hal surat pengajuan permohonan Pemusnahan BMN dari 

Kuasa Pengguna Barang. 
(6) Data BMN yang dimohonkan untuk dimusnahkan berupa jenis dan lokasi 

BMN berada. 

(7) Nilai BMN yang akan dimohonkan untuk dimusnahkan. 
(8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penghapusan BMN, 

contoh: PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penghapusan Barang Milik N egara. 

(9) Kanwil DJKN / KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa 
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan 
BMN. 

(10) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan Pemusnahan BMN. 

(11) Tembusan dapat disampaikan kepada unit internal DJKN yang 
berkepentingan, contoh: Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi/Kepala Kanwil/Kepala KPKNL. 

(12) Kaki surat diisi dengan alamat unit yang menerbitkan surat persetujuan 
Pemusnahan BMN pada setiap lembar surat, kecuali pada lampiran surat 
berupa nama gedung, nama jalan dan nomor, kota dan kode pos, nomor 
telepon, dan nomor faksimili, contoh: 

Gedung Syafrudin Prawiranegara I I  Lt. 1 1 ,  Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 ,  Jakarta 1 07 1 0 
Telepon : (02 1 )  3449230 Faksimili : (02 1 ) 3442948 S itus : www.djkn.kemenkeu.go.id 

Contoh .... . 

� �  
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Format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai Pemusnahan 
BMN selain tanah danjatau bangunan 

Nom or  
S ifat 
Lamp i  ran 
Ha l  

. . . . . (3) 

. . . . . (3) 

. . . . . ( . . . . .  ) berkas (3) 

Kop 

Persetujuan  Pemusnahan Barang M i l i k  Negara 
pada . . . . . (4) 

Yth .  Sekretaris Jenderai/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian/Kepala Satuan Kerja . . . . . (4) 
Ja lan . . . . . 

. . . . . , . . . . . (2) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or . . . . . tanggal  . . . . . ha l  . . . . . (5) , dengan i n i  
d i beritahukan bahwa permohonan pemusnahan Barang M i l i k  Negara berupa . . . . . (6) dengan n i l a i  
sebesar Rp . . . . . , 00 ( . . . . . rup iah)  (7) sebaga imana tercantum da lam lamp i ran  surat i n i ,  pada 
prins ipnya dapat d isetuju i .  

Guna  tert ib  adm i n istrasi  pengelo laan Barang M i l i k  Negara ,  pe laksanaan pem usnahan 
tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun  2014 tentang 
Pengelolaan Barang M i l i k  Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
. . . .  . /PMK. 06/20 . . . . . (8) ,  dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pem usnahan Barang M i l i k  Negara t idak mengganggu tugas operas iona l  kantor Kuasa 
Pengguna Barang .  

2 .  Pelaksanaan pemusnahan Barang M i l i k  Negara d i laksanakan pa l i ng  lama 1 (satu) bu lan  
sejak tangga l  d iterbitkannya surat persetujuan i n i  dan d ituangkan da lam Berita Acara 
Pemusnahan Barang M i l i k  Negara .  

3 .  Persetujuan i n i  segera d i t indaklanjuti dengan Penghapusan Barang M i l i k  Negara dari Daftar 
Barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan Penghapusan yang d itetapkan pa l ing lama 
2 (dua) bu lan sejak tangga l  Berita Acara Pemusnahan Barang M i l i k  Negara d itandatangan i .  

4 .  Pengguna Barang menyam pa ikan laporan pe laksanaan pemusnahan kepada Pengelo la 
Barang c. q. . . . . .  (9) pa l i ng  lama 1 (satu) bu lan sejak Keputusan Penghapusan BMN 
ditandatangan i  dengan  melamp i rkan Keputusan Penghapusan dan Berita Acara 
Pemusnahan .  

5 .  Kebenaran . . . . . 

Gedung .. . . . Lt ... .. Jl ..... Nomor ..... , Jakarta . .. .  . 
Telepon : (02 1 )  . . . . .  Faksimili : (02 1 )  . . ... Situs : . . .. . 

(12) 

L._____.___ __________ ----:Y_ �J 
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5. Kebenaran materi i l  atas jen is ,  j um lah ,  tahun dan n i la i  Barang M i l i k  Negara yang d imusnahkan 
tersebut menjad i  tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang . 

6 .  Apab i la  d i  kemud ian  hari terdapat keke l i ruan da lam surat persetujuan i n i ,  maka akan d iadakan 
perba ikan  sebaga imana mestinya.  

Atas perhat ian Saudara ,  kam i  ucapkan terima kasi h .  

a . n .  Menteri/P imp inan  Lembaga . . . . . (1) 
Sekretaris Jenderai/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian 

Tembusan :  
1. Menteri/P imp inan Lembaga . . . . . (1) (sebagai laporan) 

(tanda tangan) 

N I P  . . . . . (10) 

2. l nspektur Jenderal . . . . . (1) 
3 .  D i rektur  Barang M i l i k  Negara ,  D i rektorat Jenderal  Kekayaan Negara 
4 .  Kepala Kantor Wi layah D i rektorat Jenderal  Kekayaan Negara/Kantor 

Negara dan Lelang . . . . . (11) 

Gedung . . . . . Lt .. . . .  Jl . . . . . Nomor . . . . .  , Jakarta .... . 
Telepon : (02 1 ) . . . .. Faksimili : (02 1 )  .. . . . Situs : . .. .  . 

Pelayanan Kekayaan  

( 1 2) . 1 L-------------------------��1 
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(1) Nama Kementerian/Lembaga . 

(2) Kota dan tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan BMN 
di ter bi tkan . 

(3) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansijunit yang menerbitkan sesuai 
dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga 
masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan pemusnahan 
BMN. 

(4) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan pemusnahan BMN. 
(5) Nomor, tanggal dan hal surat pengajuan permohonan pemusnahan BMN dari 

Kuasa Pengguna Barang . 
(6) Nilai BMN yang akan dimohonkan untuk dimusnahkan . 

(7) BMN yang akan dimohonkan untuk dimusnahkan . Dalam hal tidak 
memungkinkan mencantumkan data BMN di dalam surat persetujuan, 
seperti BMN tersebut beraneka ragam dan berjumlah banyak, cukup 
disebutkan kelompok BMN tersebut dalam surat persetujuan (contoh : barang 
inventarisjperalatan kantor) dan rincian data BMN tersebut dicantumkan 
dalam lampiran surat. 

(8) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penghapusan BMN, 
contoh : PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penghapusan Barang Milik Negara . 

(9) Kanwil DJKN j KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa 
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan 
BMN. 

(10) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan pemusnahan BMN. 

(11) Tembusan dapat disampaikan kepada unit internal DJKN yang 
berkepentingan, contoh : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi/Kepala Kanwil/Kepala KPKNL. 

(12) Kaki surat diisi dengan alamat unit yang menerbitkan surat persetujuan 
pemusnahan BMN pada setiap lembar surat, kecuali pada lampiran surat 
berupa nama gedung, nama jalan dan nomor, kota dan kode pos, nomor 
telepon, dan nomor faksimili, contoh : 

Gedung Syafrudin Prawiranegara I I  Lt. 1 1 ,  Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 ,  Jakarta 1 07 1 0 
Telepon : (02 1 )  3449230 Faksimili : (02 1 ) 3442948 Situs : www . djkn.kemenkeu.go. id 

Contoh . .  �j  
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Format surat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai Penghapusan 

BMN berupa Tanah dan/ a tau Bangunan karena sebab-sebab lain 

Nom or 
S ifat 
Lampiran 
Ha l  

. . . . . (3) 

. . . . . (3) 

. . . . .  ( . . . . . ) berkas (3) 

Kop 

Persetujuan Penghapusan Barang M i l i k  Negara 
berupa Tanah dan/atau Bangunan 
pada . . . . . (4) 

Yth . Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian/Kepa la Satuan Kerja . . . . . (4) 
Ja lan . . . . . 

. . . . . , . . . . . (2) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or . . . . . tangga l  . . . . . ha l  . . . . . (5) ,  dengan i n i  
d iberitahukan bahwa permohonan Penghapusan Barang M i l i k  Negara pada . . . . . (4) yang 
terletak d i  . . . . . (6)  berupa . . . . . (6)  un it bangunan terd i ri dari bangunan . . . . . (6) , se luas . . . . . . . . . . . .  m2 

dan n i la i  pero lehan se luruhnya sebesar Rp . . . . . , 00 ( . . . . . rup iah) (7) karen  a . . . . . (8) sebaga imana 
tercantum da lam lamp i ran su rat i n i ,  pada prins ipnya dapat d isetuj u i .  

Guna tert ib admin istras i  pengelo laan Barang M i l i k  Negara ,  pelaksanaan 
Penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  20 1 4  
tentang Pengelo laan Barang M i l i k  Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
. . . .  . /PMK. 06/20 . . . . . (9) , dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 .  Persetujuan i n i  segera d it indak lanjuti dengan Penghapusan Barang M i l i k  Negara dari Daftar 
Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang d itetapkan o leh 
Pengguna Barang pal ing lama 2 (dua) bu lan sejak tangga l  surat persetujuan in i  d iterbitkan .  

2 .  Pengguna Barang menyam pa ikan laporan pe laksanaan Penghapusan kepada Pengelo la 
Barang c .q . . . . . . ( 1  0) pa l ing lama 1 (satu) bu lan sejak tangga l  Keputusan Penghapusan 
BMN d itandatangan i  dengan melampirkan Keputusan Penghapusan .  

3 .  Apabi la d i  kemud ian  hari d itemukan bukti bahwa Penghapusan Barang M i l i k  Negara 
d imaksud d iak ibatkan adanya unsur  ke la la ian dan/atau kesengajaan dari p ihak pengurus 
dan/atau penanggung jawab BMN tersebut, maka t idak menutup kemungk inan kepada yang 
bersangkutan akan d ikenakan sanks i  Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan/atau pidana sesua i  
ketentuan yang berlaku .  

4 .  Apab i la  . . . . . 

Gedung . . . . . Lt . . . .. Jl . . . . . Nom or . . . . .  , Jakarta . . . .  . 
Telepon : (02 1 )  . . . . . Faksimili : (02 1 )  . . . . . Situs : . . . .  . 

( 1 3) I �----------------------� 
www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK I N DON ESIA 

- 26 -

4 .  Apabi la  d i  kem ud ian hari terdapat keke l i ruan da lam surat persetujuan in i ,  maka akan d iadakan 
perba ikan sebaga imana mest inya . 

Atas perhat ian Saudara ,  kam i ucapkan terima kasi h .  

a . n .  Menteri/P imp inan  Lembaga . . . . . (1 ) 
Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian 

Tembusan :  
1 .  Menteri/P impinan  Lembaga . . . . . (1 ) (sebaga i  laporan) 

(tanda tangan)  

N I P  . . . . . (1 1 )  

2. l nspektur Jendera l  . . . . .  (1 ) 
3 .  D i rektur Barang M i l i k  Negara,  D i rektorat Jenderal  Kekayaan Negara 
4.  Kepala Kantor Wi layah D i rektorat Jenderal  Kekayaan Negara/Kantor 

Negara dan Le lang . . . . .  (1 2) 

Gedung .. . . .  Lt . ... . , JI . . . . . Nomor .. . . .  , Jakarta . . .. . 

Telepon : (02 1 ) . . . . .  Faximile : (02 1 )  . . . . . Situs : . . . . . 
(1 3) 

Pelayanan Kekayaan 

www.jdih.kemenkeu.go.id



Petunjuk Pengisian: 

M ENTERI KEUANGAN 

REPU BLIK I N DONES IA 

- 27 -

(1) Nama Kementerian/ Lembaga. 

(2) Kota dan tanggal penerbitan surat persetujuan Penghapusan BMN karena 
sebab-sebab lain diterbitkan. 

(3) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansijunit yang menerbitkan sesuai 
dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga 
masing-masing), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Penghapusan 
BMN karena sebab-sebab lain. 

(4) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penghapusan BMN 
karena sebab-sebab lain. 

(5) Nomor, tanggal dan hal surat pengajuan permohonan Penghapusan BMN 
karena sebab-sebab lain dari Kuasa Pengguna Barang. 

(6) Data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan berupa jenis dan lokasi BMN 
berada. Dalam hal tidak memungkinkan mencantumkan data BMN di dalam 
surat persetujuan, seperti BMN tersebut beraneka ragam dan berjumlah 
banyak, maka cukup disebutkan kelompok BMN tersebut dalam surat 
persetujuan dan rincian data BMN tersebut dicantumkan dalam lampiran 
surat. 

(7) Nilai BMN yang akan dimohonkan untuk dihapuskan. 
(8) Penyebab terjadinya Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain yang 

merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 
penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, 
mencair, kadaluwarsa, matijcacat beratjtidak produktif untuk 
tanamanjhewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure) . 

(9) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penghapusan BMN, 
contoh: PMK Nomor 50/PMK .06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penghapusan Barang Milik Negara. 

(10) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa 
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan 
BMN. 

(11) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain. 

(12) Tembusan dapat disampaikan kepada unit internal DJKN yang 
berkepentingan, contoh: Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi/Kepala Kanwil/Kepala KPKNL . 

(13) Kaki surat diisi dengan alamat unit yang menerbitkan surat persetujuan 
Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain pada setiap lembar surat, kecuali 
pada lampiran surat berupa nama gedung, nama jalan dan nomor, kota dan 
kode pos, nomor telepon, dan nomor faksimili, contoh: 

Gedung Syafrudin Prawiranegara I I  Lt. 1 1 ,  Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 ,  Jakarta 1 07 1  0 
Telepon : (02 1 )  3449230 Faksimi l i : (02 1 )  3442948 Situs : www.djkn.kemenkeu.go.id 

Contoh .. . . / 
� --�  
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Format surat persetujuan Menteri/ Pimpinan Lembaga mengenai Penghapusan 

BMN selain Tanah dan/ atau Bangunan karena sebab-sebab lain 

Nom or 
S ifat 
Lampiran 
Ha l  

. . . . . (3) 

. . . . . (3) 

. . . . . ( . . . . . ) berkas (3) 

Kop 

Persetujuan Penghapusan Barang M i l i k  Negara 
pada . . . . . (4) 

Yth .  Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian/Kepala Satuan Kerja . . . . . (4) 
Ja lan . . . . . 

. . . . . , . . . . . (2) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom or . . . . . tangga l  . . . . . (5) hal Us u lan  Persetujuan  
Penghapusan Barang M i l i k  Negara pada . . . . . (4) , dengan i n i  d iberitahukan  bahwa permohonan 
Penghapusan Barang M i l i k  Negara yang d isebabkan karen a . . . . . (6 )  berupa . . . . . (7 )  dengan harga 
pero lehan/n i la i  buku sebesar  Rp . . . . . , 00 ( . . . . . rupiah) (8 )  sebaga imana tercantum da lam lamp i ran 
surat in i ,  pada prins ipnya dapat d isetuju i .  

Guna tert ib admin istrasi  pengelo laan Barang M i l i k  Negara ,  pe laksanaan Penghapusan 
tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  20 1 4  tentang Pengelo laan 
Barang Mi l ik  Negara/Oaerah . dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . .  ./PMK. 06/20 . . . . . (9) , 
dengan ketentuan sebagai  berikut: 

1 .  Persetujuan i n i  segera d it indak lanjuti dengan Penghapusan Barang M i l i k  Negara dari Daftar 
Barang Kuasa Pengguna berdasarkan Keputusan Penghapusan yang d itetapkan oleh 
Pengguna Barang pal ing lama 2 (dua) bu lan sejak tangga l  su rat persetujuan in i  d iterbitkan .  

2 .  Pengguna Barang menyampaikan laporan pe laksanaan pem usnahan kepada Pengelo la Barang 
c .q .  . .  . . . ( 1  0) pa l i ng  lama 1 (satu) bu lan sejak tangga l  Keputusan Penghapusan BMN 
d itandatangan i  dengan me lamp i rkan Keputusan Penghapusan .  

3 .  Apabi la d i  kem ud ian  hari d itemukan bukti bahwa Penghapusan Barang M i l i k  Negara d imaksud 
d iak ibatkan adanya unsur ke la la ian dan/atau kesengajaan dari p ihak pengurus dan/atau 
penanggung jawab BMN tersebut , maka t idak menutup kemungk inan kepada yang 
bersangkutan akan d i kenakan sanks i  Tuntutan Gant i  Rug i (TGR) dan/atau pidana sesua i  
ketentuan yang berlaku . 

4 .  Apab i la  d i  kem ud ian  hari terdapat keke l i ruan da lam surat persetujuan  i n i ,  maka akan d iadakan 
perba ikan sebaga imana mestinya.  

Atas . . . . . 

Gedung ..... Lt .. . .. Jl ..... Nom or ..... , Jakarta .... . 
Telepon : (02 1 )  . . . .. Faksimili : (02 1 )  ..... Situs : . . . . . 

( 1 3) 
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Atas perhat ian Saudara ,  kami ucapkan terima kas ih .  

a .n .  Menteri/P imp inan  Lembaga . . . . . (1 ) 
Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian 

Tembusan : 
1 .  Menteri/P impinan  Lembaga . . . . . (1 ) (sebagai  laporan) 
2. l nspektur  Jendera l  . . . . . (1 ) 

(tanda tangan)  

N I P  . . . . . (1 1 )  

3 .  D i rektur  Barang M i l i k  Negara ,  D i rektorat Jendera l  Kekayaan Negara 
4 .  Kepala Kantor Wi layah D i rektorat Jenderal  Kekayaan Negara/Kantor 

Negara dan Lelang . . . . .  (1 2) 

Gedung ..... Lt . .. .. , Jl . . . .. Nomor . . . . . , Jakarta . . . .  . 

Pelayanan Kekayaan 

Telepon : (02 1 ) ..... Faksimili : (02 1 )  ..... Situs : . . .. . 
(1 3) 1 

�----------------------------� �  
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(1) Nama Kementerian/Lembaga . 

(2) Kota dan tanggal penerbitan surat persetujuan Penghapusan BMN karena 
sebab-sebab lain diterbitkan . 

(3) Nomor surat (diisi menggunakan kode instansijunit yang menerbitkan sesuai 
dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian/Lembaga 
masing-masing), sifat dart jumlah lampiran surat persetujuan Penghapusan 
BMN karena sebab-sebab lain . 

(4) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penghapusan BMN 
karena sebab-sebab lain . 

(5) Nomor, tanggal dan hal surat pengajuan permohonan Penghapusan BMN 
karena sebab-sebab lain dari Kuasa Pengguna Barang . 

(6) Penyebab terjadinya Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain yang 
merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi 
penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, 
mencair, kadaluwarsa, mati/ cacat beratjtidak produktif untuk 
tanamanjhewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure) . 

(7) BMN yang akan dimohonkan untuk dihapuskan karena sebab-sebab lain . 
Dalam hal tidak memungkinkan mencantumkan data BMN di dalam surat 
persetujuan, seperti BMN tersebut beraneka ragam dan berjumlah banyak, 
maka cukup disebutkan kelompok BMN tersebut dalam surat persetujuan 
(contoh : barang inventarisjperalatan kantor) dan rincian data BMN tersebut 
dicantumkan dalam lampiran surat . 

(8) Nilai BMN yang akan dimohonkan untuk dihapuskan karena sebab-sebab 
lain. 

(9) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penghapusan BMN, 
contoh : PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penghapusan Barang Milik N egara . 

(10) Kanwil DJKN/KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa 
Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan 
BMN. 

(11) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain . 

(12) Tembusan dapat disampaikan kepada unit internal DJKN yang 
berkepentingan, contoh: Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 
Informasi/Kepala Kanwil/Kepala KPKNL . 

( 13) Kaki surat diisi dengan alamat unit yang menerbitkan surat persetujuan 
Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain pada setiap lembar surat, kecuali 
pada lampiran surat berupa nama gedung, nama jalan dan nomor, kota dan 
kode pos, nomor telepon, dan nomor faksimili, contoh: 

Gedung  Syafrudin Prawiranegara I I  Lt. 1 1 ,  J l .  Lapangan Banteng Timur 2-4 ,  Jakarta 1 07 1 0 
Telepon : (02 1 )  3449230 Faksimi l i : (02 1 )  3442948 S itus : www.djkn .kemenkeu. go. id 

Contoh . . .  ",::;Jl_1 
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Contoh 6. a 

Format Lampiran Keputusan 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK I NDONESIA 
- 31 -

Kop 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN MENTERl/ PIMPINAN LEMBAGA REPUBLIK 
INDONESIA 
NOMOR 
TENTANG 
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK 
NEGARA . . . . .  (2 ) 

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA . . . . .  (3)  

No.  Kode Barang NUP Jenis BMN Merek/Tipe . . . . .  Jumlah . . . . .  Tahun Nilai . . . . .  (6) Keterangan 

(4) (5) Perolehan 

(1) (2J (3) f4J (5) (6) (7} (8) (9) 

a.n. Menteri/ Pimpinan Lembaga . . . . .  ( 1 ) 
Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utamaj 
Sekretaris Kementerian, 

(tanda tangan) 
. . . . .  (7) 

� 
www.jdih.kemenkeu.go.id



Petunjuk Pengisian : 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONES IA 

- 32 -

(1) Nama Kementerian/Lembaga. 
(2) Judul Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana tercantum 

dalam batang tubuh Keputusan. 

(3) Kuasa Pengguna Barang yang memohonkan penetapan status Penggunaan 
BMN. 

(4) Diisi dengan merekjtipe atau spesifikasi BMN yang ditetapkan status 
penggunaannya. 

(5) Diisi dengan jumlah BMN yang ditetapkan status penggunaannya. 
(6) Diisi dengan nilai buku/ nilai wajar I nilai perolehan BMN sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan . 
(7) Jabatan dan nama lengkap pejabat yang berwenang menandatangani 

Keputusan Men teri/ Pimp in an Lembaga. 

Contoh..... 1 
/- i  
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Contoh 6 .b 

M E NTERI KEUAN GAN 

REPUBLIK I N DON ESIA 
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Format Lampiran Surat Persetujuan BMN Berupa Tanah dan/ atau Bangunan 

Kop 

Lampiran 
Surat Menteri/P impinan Lembaga . . ... ( 1 ) 
Nomor : 
Tanggal: 

DAFTAR BARANG M I LI K  N EGARA BERUPA TANAH DAN/A TAU BANG U NAN YANG D ISETUJ U I  U NTUK . . . . . (2) PADA . . . . .  (3) 

No .  Kode Barang NUP Jenis BMN 

(1) (2) (3) (4) 
Lokasi 

(5) 
Ni la i  . . . . .  (4) Kond is i  

(6) (7) 

a . n  Menteri/P imp inan Lembaga . . . . .  ( 1 ) 
Sekretaris Jenderai/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian 

(tanda tangan) 

N I P  . . . . . (5) 

A 
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Petunjuk Pengisian: 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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(1) Nama Kementerian/Lembaga. 

(2) Judul lampiran diisi hal surat persetujuan, misal hibah, pemusnahan atau 
penghapusan. 

(3) Kuasa Pengguna Barang yang memohonkan persetujuan pengelolaan BMN. 
(4) Dapat diisi dengan nilai buku/nilai wajarjnilai perolehan BMN sesuai 

dengan maksud persetujuan BMN. 

(5) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan. 

Contoh . . . . . 

t�- J  
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Contoh 6. c 

M ENTERI KEUANGAN 
REPU BLIK I N DONESIA 

- 35 -

Format Lampiran Surat Persetujuan BMN Selain Tanah dan / a tau Bangunan 

MENTERI/P I M P I NAN LEMBAGA . . . . . (1 ) 
REPUBL I K I N DONESIA 

Lampi ran 
Surat Menteri/P imp inan Lembaga . . . . .  
Nomor : 
Tanggal: 

DAFTAR BARANG M I L I K  N EGARA SELAI N TANAH DAN/A TAU BANGUNAN YANG D ISETUJ U I  U NTUK . . . . . (2) PADA . . . . .  (3) 

Kode Barang NUP Jenis BMN 
Merek!Tipe . . . . .  

No .  (4) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Tahun 
Perolehan 

(6) 
·-

Ni la i  . . . . . (5) N i la i  Lim it (6) Kondis i  

(7) (8) (9) 

a . n  Menteri/P imp inan Lembaga . . . . . (1 ) 
Sekretaris Jendera i/Sekretaris Utama/ 
Sekretaris Kementerian 

(tanda tangan) 

N I P  . . . . . (7) 

� 
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Petunjuk Pengisian : 

MENTER! KEUANGAN 
REPUBL!K INDONESIA 
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( 1 )  Nama KementerianjLembaga . 
(2 )  Judul lampiran diisi hal surat persetujuan, misal penggunaan sementara, 

penjualan, hibah atau penghapusan . 
(3) Kuasa Pengguna Barang yang memohonkan persetujuanjpenetapan 

pengelolaan BMN . 
(4) Dapat diisi dengan Merek/Tipe untuk BMN selain tanah dan/ atau 

bangunan a tau Lokasi untuk BMN berupa tanah dan/ atau bangunan . 

(5) Dapat diisi dengan nilai bukujnilai wajarjnilai perolehan BMN sesua1 
dengan maksud persetujuan BMN. 

(6) Nilai limit dicantumkan apabila BMN yang dimohonkan akan dijual secara 
lelang kepada Pengguna . Untuk penjualan selain lelang istilah "nilai limit" 
dapat disesuaikan . 

(7) Jabatan, nama lengkap, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani 
surat persetujuan . 

, .  M E N TE l�I KEUAN GAN R E P U B LI K  I N D O NE S I A ,  

S alinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO UMUI\1 

� b .-
· . .  

KEPALA BAGIAN T. t::J >KEMENTERIAN 

{6y < v • •• �.:- l! � 
GIARTO\J '?'- - -j 1.1 

NIP 1 9 5sfc)4 2 0  1 9 8 4 0 �21  �6 1 ' ' I / 

ttcl . 

B A M B A N G  P .  S .  B R O DJ O N EG O RO 

www.jdih.kemenkeu.go.id




